BUPAT! MELAWI
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MELAWI
NOMORZ TAHUN 2024

TENT ANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI
KABUPATEN MELAW] TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MELAWI,

Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
Yang Bersumber dar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
sebagaimana telah diubah terakhir kah deéngan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentanpg Dana Desa
vang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;

b. babwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a tersebut diatas, maka perit menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian
Dana Desa Setiap Desa dl Kabupaten Melawi Tahun Anggaran
2024,

Mengingat : 1. Undang-Undang Noemor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesla Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republtk Indonesia Nomor 4286)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736).

2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupater Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi
Kalimantan Barat {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4344);

3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambghan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana
telah diubah beberapakali dan terakhir dergan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah {(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran MNegara Republik [ndonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapakali dan terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 rentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Nepara Republik indenesia Tahur 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang ...




5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerntah Pusar dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4.
Tambahan Lembaran Negara Repubhk {ndonesia Nomor 6757};

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor & Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539
sebagaimana telah diubah beberapakali dan terakhir dengan
Peraturan Pemerinteh Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan
Usaha Miiik Desa {Lembaran Negara Republik {ndonesia Tahun
2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik {ndonesia
Nomor 6623);

7. Peraturiin Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan
Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6883);

8 Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2020 Nomor 266).

Memperhatikan 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa ([Berita Negara Republik {ndonesia
Tahun 2018 Nomor6? 1j;

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 1entang

Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024,
3. Peraturan Mentern Keuangan 146 Tabun 2023 tentang
Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaturan, dan

Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024,

MEMUTUSKAN:

Menetepkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA 1 KABUPATEN
MELAW{ TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
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Daerah adalah Kabupaten Melawi

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penvelenggara Pemernintah
Daerah vang menjadi kewenangan kabupaten Melawi

Bupati adalah Bupati Melawi.

Camat adalah Camat se-Kabupaten Melawi.

Kepala Desa adalah Kepala Desa se-Kabupaten Melawi,

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dibantu
Perangkat Desa sebegai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.

Desa adalah adalahl kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wila yah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakar, hak
asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah ...
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Pemerintahan Diesa adalah penvelenggaraan urusan pemenntaban dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara vang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran
dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai
Penyelengparaan Pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan Masyarakat.

Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu
dari Anggaran Dana Desa vang dibagi secara merata kepada setiap Desa
berdasarkan klister jumlah penduduk.

Alckas! Afirtnasi adelah alokasi yang diberikan kepada Desa Tertinggal dan
Desa Sangat Tertingeal yang memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi.
Alokasi Kinerja adalah Alokasi yang diberikan kepada Desa vang memiliki hasil
penilaian Kinerja terbaik.

Alokasi Formula adalah alokasi yvang dihitung berdasarkan indikator jumlah
penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wiayah Desa, dan tingkat
kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten.

Indeks Kemahalan Konstruksi vang selanjutnva disingkat [KK adalah indeks
vang mencerminkan Tingkat kesulitan pgeografis yang dinilai berdasarkan
Tingkat kemahalan harga prasarana fsik secara relatil antar daerah.

Indeks Kesulitan Ceografis Desa vang selanjuinya disingkat [KGD adalah
angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu  Desa
berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi insfratruktur,
transportasi dan komunikasi.

Jumlah Desa adalah Jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
Anggaran Pendapatan dan Belana Negara yvang selanjutnya disingkat APBN
adaah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Negara yang disetujui oleh
Dewan Perwakilan Rakyat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah vang sewanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh
Dewan Perwakilan Rakyat Caerah.

Anggaren Pendapatan dan Belanja Desa vang selanjutnya disebut APBDes
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa

Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah
Rekening Tempat Penyimpanan uang negara yvang ditentukan oleh Menteri
Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh
penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank
sentral.

Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah
rekening tempat penvimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati
untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh
pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.

Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat
penyimpanan uang Pemernntahan Desa yang mepampung seluruh
penerimaan Desa untuk membasyar seluruh pengeluaran deaa pada bank yang
teleh ditetapkan.

Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BA
BUN adalah bagian eanggaran vang tidak dikelompokkan dalam bagian
anggaran kementerian negara/Lembaga.

24, Pemimpin...
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Pemimpin Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang
selan jutnya disebut Pemimpin PPA BUN adalah pejabat eselon | di lingkungan
Kementerian Keuangan yang hertanggung jawab aias program BA BUN dan
bertindak untuk menandatangani daftar stan pelaksanaan anggaran BUN,
Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yvang seclanjutnya
disingkat KPA BUN adalah satuan kerja pada masing-masing PPA BUN baik
kantor pusat maupun kantor daerah atay satuan kerja & Kementerian
Negara/Lembaga yang memperoleh penugasan dari Menten Keuangan untuk
melaksanakan kewenangan dan tanggungjawab pengelola anggaran.

Bantuan Langsung Tunai Desa vang selanjutnya disebut BLT Desa adalah
pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa
vang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat
adanva pandemi Corona Virus Disease 2019 {Covid 19)

Online  Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara vang
kemudian disingkar OM-SPAN adalah aplikasi berbasis website yang
digunakan untuk memonitoring transaksi wsistem perbendaharaan  dan
anggaran negara dan menyajikan reporting sesuai kKebutuhan.

BAB I
PENGALOKASIAN
Pasal 2

Perhitungan Rineian Dana Desa Kabupaten Melawi dilakukan secara:

a, Sekaligus: atau

b. Bertahap.

Formula Pengalokasian Dana Desa di Kabupaten Melawi Tahun Anggaran

2024 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

a Alokasi Dasar;

b. Alokasai Afirmas:;

e. Alokas) Kinenja; dan

d. Alokasi Formula.

Formula pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhabkan

ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai APBN,

Daiam hal penghitungan rineian Dana Desa dilakukan secara bertahap

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b penghitungan tincian Dana

Desa dilakukan dengan ketentuan sebagai berkut:

# sehagian Dana Desa dihitung pada tabhun anggaran sebelum tabun
anggaran berjalan: dan

b sebagian Dana Desa dihitung pada tahun anggaran berjalan.

Sebagian Dana Desa yapg dihntung pada tahun anggaran sebefum tahun

anggaran berjalan sebagaimana dimaksud padas avat [4) huruf a dilakukan

berdasarkan formula pengalokasian sebagaimana dimaksud pada avat {2).

Sebagian Dana Desa vang dihitung pada tahun anggaran berjalan

sebagaimana dimaksud pada ayat {4 huruf b dialokasikan sebagai nsentif

Desa berdasarkan kriteria tertentu.

Pasal 3

Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 avat {2] hurul a sebesar
65% [enam puluh lima persen) dari anggaran Dana Dess atau sebesar
Rp44.849.894.546.000,00 {empat puluh empat triliun delapan ratus empat
pulub sembilan miliar delapan ratus sembilan pulub empat juta lima ratus
empat puluh enam ribu rupiah).
Alokasi Dasar sebagzimana dimaksud dalam pada avat [1) dibagikan kepada
setiap Desa berdasarkan klaster Desa

(3) Kiaster...
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Klagter Desa sebagaimana dimaksud pada avat {2} dibagi menjadi 7 {tujuh)
klaster berdasarkan jumiah penduduk.

Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4], ditetapkan
sehagai berikut:

Klaster Jumlah Besaran Alokasi Dasar
| Desa _ Penduduk =—nEpe—=

1 1- 100 Rp418.958.000,00 {empat ratus delapan belas

ribtl sembitan ratus lima puluh delapan ribu
_ | rupiaby =

2 101-500 | Rp48 1.802.000,00 {empat ratus delapan puluh
saty ribu delape s ratus dua rbu rupiah)

3 501-1.500 Rp544.646.000.00 (lime ratus empal puluh empat

| ribu ensm ratus empat puluh enam ribu rupiahj
4 1.501-3000 Rp607.490.000.00 {enam ratus tujuh rbu empat

ratus sembifan puluh nibu rupiahy

s | 3.001-5.000 Rp670.334.000,00 {enam ratus mjuh puluh ribu
L tiga ratus liga puluh empat risu rupiah)

6 5.001-10.0000 | Rp733.178.000,00 jiujuh ratus tiga puluh tga
ribu seratus tuwuh puiuh delapan by repabj)

7

| Lebih dari 10.000 | Rp796.022.000,.00 [ujuh matus sembilan puluh
| enam ribu dua puluh dua ribu rupiah)

Pasal4

Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf b sebesar 1
% (satu persen) dari anggaran Dana Desa atau sebesar rp689.992.320.000.00
{enam ratus delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh dua
juta tiga ratus dua puinh ribu rupiahj.

Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1} diberikan dengan porsi
tertentu dar! Anggaran Dana Desa.

Alokast Afirmasi sebagaimana dimaksud pada avat (2] diberikan secara
proporsional kepada Desa tertinggal dan Desa sangar tertinggal dan dapat
mempertmbangkan jumlah penduduk miskin tingg di Desa tertinggal dan Desa
sangat tertnggpal.

Alokasl Afirmasi untuk setiap Desa dihitung dengan menggunakan rumus:

AA Desa = (0,01 x DD} / (1,1 x DST}* (1 x DT)}

Keterangamn:

AA Desa . Alokas! Afirmasi setiap Desa

DD : Pagu Dana Desa nasional

DST : Jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah
penduduk miskin terbanyak

oT : Jumiah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk

miskin terbanvak

Pasal 5

Alokasi Kinerja sebapaimana dimeksud dalam Pasal 2 ayat (2} huruf ¢ sebesar
Fo (empat persen] dari anggaran Dana Desa  atau  sebesar
Rp2.759.951.700.000,90 (dua triliun wjuh ratus lima puluh sembilan miliar
sembilan ratus lima pulih saw juta tujuh rawus ribu rupiah).
Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam pada avat (1) diberikan dengan
porsi tertentu dari anggaran Dana Desa.
Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada avat (1) diberikan kepada Desa
dengan Kinerja terbaik.
Penetapan Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayvat (2}
dinilai berdasarkan:
a Kriteria utarna;dan
b, Rriteria kinerja.

{5) Penetapan...
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Penctapan Desa dengan kinerja Desa terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat
[3) menggunakan data yang diterbitkan atau diperoleh pada tahun anggaran
sebelum tahun anggaran berjalan.

Kriteria utama sebagaimana dimaksugd pada ayat (4] huruf a merupakan tata
Keloia keuangan Desa yang efektif, efisien, dan bebas korupsi.

Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hurufb terdiri atas:

a. Indikator wajib. danfatau

b Indikator tambahan,

indikator wajib sebagaimana dimaksud pada avat (V) huruf a dinilai oleh
Pemerintah.

Indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada avat (7) huruf b dintlai oileh
Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi.

Dalam hal Pemerintah Kabupaten Melawi melakukan penilaian kinerja Desa
atau tidak menyampaikan hasil penilaian Kinerja Desa sampai batas waktu
vang tleiah ditetapkan, pemilajan kinegja Desa dilakukan oleh Direktorat
Jenderal Perimbangan Keuangan.

Penetapan jumlah Desa penernima Alokasi Kinerja pada setiap kabupaten/kota
ditetapkan secara proparsional, berdasarkan ketentuan sebagai benkut:

Jumlah Desa Persentase Jumilah Desa Penerima Alokasi Kinerja
1-51 17% (Tujuh Belas Persen)
 52-160 | 16%s (Enam Belas Persen)

101-400 15%% (Lima Belas Persen}

301-504 ¥ (Empat Belas Perseni]
| Lebih dari 300 | B% (Tiga Belas Persen] n =

Pasal 6

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 avat {2) hurufd sebesar
I (tigge puluh  persen] dan anggaran Dana Desa atau sebesar
Rp20.700.161.434.000.00 {dua puluh triliun tujuh ratus miliar seratus enam
puluh satu juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1] diberikan dengan porsi
tertentu dari Anggaran Dana Desa

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan dengan bobot
tertentu berdasarkan indikator sebagai berikut:

a Jumiah penduduk;

b. Angka kemiskinan Desa;

e Luas wilayah Desa; dan

d. Tingkat kesulitan geografis.

Besaran Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dihitung dengan
menggunakan rumus:

AFDesa = |(0i0xZY + [040x22) + (0, 10xZ3) + {0.40 x Z4)} xAF

Keterangan:
_AF Desa | : | Alokasi Formula setiap Desa
Z1 | : Rasio jumlah penduduk setap Desa terhadap
totalenduduk Desa
& | Rasio angka kemiskinan setiap Desa terhadap total
. penduduk miskin Desa
| Z3 ;| Rasio luas wilayah setap Desa terhadap total luas
|| wnlayah Desa
4 | . Rasio IKG setinp Desa terhadap total IKG Desa
AF | : | Alokasi Formula nasionai




Pasal 7

Dana Desa sectiap Desa yang dihitung secara $ekaligus sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat {J) huruf a atau yang dihitung pada tahtin anggaran sebelum
tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat [(4) huruf a
ditetapkan berdasarkan penjumilahan Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, Alokaasi
Kinerja, dan Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampa: dengan
Pasal 6. Rincian Dana Desa Kabupaten Melaw: Tahun Anggaran 2024 tercantum
dalam lLampiran yang merupakan bagian vang tidak terpigzahkan dar Peraturan
Bupati iri.

Pasal 8
{1] Kriteria tertentu untuk insentif Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(6] berupa:
a kriteria utama;: dan
b, kriteria kinerja.
[2) Kriteria utama secbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan
indikartor tata kelola keuangan Desa vang efektif, efisien, dan bebas dari

Korupsi.

(3 Desapyang tidak memenuhi kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tidak mendapatkan insentif Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(6).

(4) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul & meliputi kinerja
ketiangan, tingkat kepatuhan terhadap aturan pengelolaan keuangan Desa
penganggaran Dana Desa vang ditentukan penggunaannya tntuk prioritas
nasional, dan/ atau pengharganan yang diperoiech oleh Desa dari kementerian
negara/lembaga,

(5) Insentif Desa dibagikan kepada Desa yang memiiiki kinerja terbaik berdagarkan
kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada avat (4).

(6) Data kriterin utama dan kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada avat (2]
dan ayat {4 merupakan data vang diterbitkan atau diperoleh pada ‘tahun
anggaran berjalan.

{7) Data sebagaimana dimaksud pada avat (6] bersumber dari kementenan
negaraflembaga vang berwenang dan/atau Pemerintah Kabupaten Melawi.

(8] Dalam rangka penghitungan insentif Desa, Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan menvampaikan permintaan data kritena wama dan kriteria kinena
tahun berjaian kepada kementerian negaraflembaga dan/ atau Pemerintah
kabupaten Melawi

{9 Data kriteria utama dan kriteria Kinerja sebagaimana dimaksud pada avat (2)
dan avat [4) yang digunakan dalam penghitungan insentif Desa merupakan
data yang telali diterima oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
paling lambat tangga! 37 Juli tahun anggaran berjalan.

(10) Dalam hal tanggal 31 Juli bertepatan dengan hari libur atau hari yang
diliburkan, data sebagaimana dimaksud pada ayat {9) paling lambat diterima
pada hari kerta berikutnya.

BAB Iil
TAHAPAN DAN PENYALURAN
Pasal 9

(1) Besaran pagu Dana Desa terdini atas:

a pagyu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya:; dan/atau
b pagu Dana Desa vang ditentukan penggunaannya.

{#) Pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud
pada ayat {1} huruf a merupakan selisih antara pagu Dana Desa dengan pagu
Dana Desa yeng ditentukan penggunasnmnya sebagaimana dimaksud pada ayst
(1] hurufb.

(3] Pagu...




{3] Pagu Dana Desa vang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Menten Keuangan tersendiri.

Pasal 10

{1)  Penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1} huruf a dilakukan dalam 2 {(dua] tahap,
dengan ketentuan sebagai benkut:

a, tahap { sebegar 40% (empat puluh persen] dari pagu Dana Desa vang tidak
ditentukan penggunaannva setiap Desa, dilakukan paling lambat bulan Juni
tahun anggaran berjalan: dan

b. tahap [l. sebesar 60% {enam puluh persen) dan pagu Dana Desa vang tidak
ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April
tahun anggaran berjalan.

[2) Penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannva sebagaimana
dimaksud pada ayat {1] untuk Desa berstatus Desa mandiri dilakukan dalam 2
(dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

a tahap |, sebesar 60% [enam puluh persen] dari pagu Dana Desa yang tidak
ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling lambat bulan Juni
tahun angpran berjalan: dan

b, tahap 1, sebesar 40" (empat puluh persen] dari pagu Dana Desa yang tidak
ditentukan penggunaamnya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April
tahun anggaran berjaian.

Pasal 11

(1] Penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya dilaksanakan
setelah KPA BUN Penvaluran Dana Desa. Insentif. Otonomi Khusus, dan
Keistimewsan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati Melawi
secara lengkap dan benar,

{2y Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada avat {1} diatur
sesuai dengan ketentuan sebagai bernkut:

a tahap |1 berupa:
1. peraturan Desa mengenai APBDes; dan
2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
3. peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa mengenal penetapan
keluarga penerima manfaat BLT Desa dalam hal Desa menganggarkan
BLT Desa; dan
b. tahap [l berupa:
]. laporan realisasi penyerapan dan capaian Kkeluaran Dana Desa tahun
anggaran sebelumnya; dan
2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap |
menunjukkan ratarata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 60%
(enam puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling
rendah sebesar 90%; (empat puluh persen),

[3) Selain persyaratan penyaluran tahap | sebagaimana dimaksud pada avat {2}
huruf a, Bupati Melawi melakukan:

g perekaman pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) hurufb;

b, perekaman realisasi Dana Desa vang ditentukan penggunaannya tahun
anggaran sebelumnya; dan

c. penandaan peNgajuan penyaluran atas Desa lavak salur yvang disertai
dengan daftar rincian Desa, melalui Aplikasi OM-5PAN.

(4) Selain persyaratan penyaluran tahap Il sebagaimana dimaksud pada ayat {2
huruf b Bupati Melawi melaktikan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa
lavak salur yang disertai dengan daftar rincian Desa melalui Aplikast OM-SPAN,

(5) Penerimaan dokumeN persyaratan peNyaluran sebagaimana dimaksud pada
ayat {2) dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4] dilakukan dengan
ketentuan sebagal berul:

a tahap...

. s B = — —



(6

(7]

(8]

(1)

(2

(3)

{4

a, tahap | paling lambat tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan; dan
h. batas waktu untuk tahap [ mengikuti ketentuan mengenai langkah-tangkah
akhir tahun.
Dalam hal tanggal 15 Juni sebagainana dimaksud pada ayat [3) bertepatan
dengan han libur atau han vang diliburkan, dektimen persyaralan penvaluran
sehagaimana dimnaksud pada ayat (2] dan keientuan scbagaimans dimaksud
pada ayat {3) dan avatl |4} ditenma paling lainbat pada hari kerja berikutnya.
Dalayn hal Bupati Melawt tidak melakukan perekaman pagu Dana Desa yvang
ditentukan penggunaannya sebagaimana dinaksud pada avat |3) huruf a, Dana
Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN,
Bupati Melawi bertanggungjawab untuk  menerbitkan surat  kuasa
pemnindahbukuan Dana Desa sebagainana dimaksud pada asat (2) huruf a
angka 2 untuk seluruh Desa; dan wanb menyvampaikan surat kuasa dimaksud
pada saat periyampaian dokumen perssaratan penyaluran tahap | pertama kali
disertaj dengan daftar RKD.

BABIV
PENGGUNAAN
Pasal 12

Peinenintah Desa nenganggarkan <dan melaksanakan kegiatan pnoiitas yang
bersuinberdan Dana Desa sebagaimana dnnaksud dalam Pasal 9 avat {1) huruf
a dan huruf b,

Dana Desa vang ditentukan penggunaannya sebagammnana dimaksud pada Pasal

9 ayat (1) hurufb digunakan untuk:

a. prograin peinulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan
kemiskinan ekstrem dalamn beniuk BLT Desa paling banyak 25% {dua puluh
lina persen) dar anggaran Dana Desa;

h program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% {dua puluh
persen) dari anggaran Dana Desa: dan/ atau

C. progran pencegahan dan penurunan stunting skala Desa,

Dana Desa vang tdak ditentukan penggunaannya sebagannana dimaksud pada

Pasal @ avat (1) huruf a digunakan untuk mendanai progran sektor prioritas di

Desa sesus) potenst dan karakteristik Desa dan/ atau penvertaan modal pada

badan usaha milik Desa

Dana Desa dapat digunakean untuk dana operasional Pemenntah Desa paling

banyak 3% [tiga persen) dan pagu Dana Desa setiap Desa.

BABR V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13

Pada saal Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Melawi Nomor 4 Tahun
2023 tentang Tata Cara Pemnbagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa
di Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2023 {Berita Daerah Kabtipaten Melaw:
Tahyn 2023 Nomor 4 dicabut dan dinvatakan tidak berlaku.

BAB M.




BAB W

KETENTUAN PENUTLP

Pasal 14
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya. memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berta Daerah Kabupaten Melawi.

Ditetha Pinoh
g P .
gv ,,-_. - < ?ﬂ QAL 2024

Diundangkan di Nanga Pinoh
pada tanggal Janua" 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAW/,

BERITA DAERAH KABUPA’ MELAW] TARUN 2024 NOMOR. 2
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